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The development of the Micro, Small, and Medium Enterprises
(MSME) sector in Indonesia is highly dependent on banking support,
one of which is through the Kredit Usaha Rakyat (KUR) program. The
government distributes KUR through both conventional banks and
Islamic banks, each of which operates under different principles.
However, in practice, many people still lack a clear understanding of the
fundamental differences between conventional KUR financing and
Islamic KUR financing. This issue forms the background of this study,
which focuses on comparing KUR financing at Bank Rakyat Indonesia
(BRI) KC Panakkukang and Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP
Makassar Veteran. This study aims to identify differences in application
procedures, contract implementation, and the systems for calculating
interest and profit margins in both types of financing. The research
employs a descriptive qualitative approach, with data collection
techniques including observation, interviews, and documentation. Data
analysis is conducted through data reduction, data presentation, and
conclusion drawing. The findings indicate that BRI applies a fixed
interest system with a faster and simpler disbursement procedure. In
contrast, BSI implements a Murabahah bil Wakalah contract with a
fixed profit margin and a more complex process, as it considers the
permissibility of business activities in accordance with Islamic principles
based on trade and free from riba (usury). Although the installment
amounts are relatively similar, the legal approaches and underlying
values of these two financing systems differ significantly. Islamic banks
place greater emphasis on contract transparency and customer
education regarding Sharia principles. This study contributes to
enhancing public understanding of the differences between conventional
and Islamic financing systems.
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INFO ARTIKEL ABSTRAK
Koresponden Perkembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Firmansyah (UMKM) di Indonesia sangat . bergantung pgda dukungan
fisubelscoc@gmail.com perbankan, sala}’} satunya melalui program Kredit Usahé Rakyat
(KUR). Pemerintah menyalurkan KUR melalui bank
konvensional dan bank syariah, yang masing-masing memiliki
prinsip operasional yang berbeda. Namun, di lapangan masih
banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan
Kata kunci: mendasar antara pembiayaan KUR konvensional dan KUR
Kredit Usaha Rakyat, syariah. Hal inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini,
Bank Konvensional, Bank dengan fokus pada perbandingan pembiayaan KUR di Bank
Syariah, Akad Rakyat Indonesia (BRI) KC Panakkukang dan Bank Syariah
Mural.)ahah, e Indonesia (BSI) KCP Makassar Veteran. Penelitian ini bertujuan
Pembiayaan. . .
untuk mengetahui perbedaan dalam prosedur pengajuan,
pelaksanaan akad, serta sistem perhitungan bunga dan margin
pada kedua jenis pembiayaan. Pendekatan yang digunakan
adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data
Website: ) ; dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan
:Z’LZ;}/]/‘;?{;OMMSER/’"@ kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BRI
’ menggunakan sistem bunga tetap dengan prosedur pencairan
yang lebih cepat dan sederhana. Sebaliknya, BSI menerapkan
akad Murabahah bil Wakalah dengan margin keuntungan tetap
dan proses yang lebih panjang karena mempertimbangkan aspek
kehalalan usaha sesuai prinsip syariah yang berdasarkan prinsip
jual beli dan bebas dari unsur riba. Meskipun nominal cicilan
(Al = tidak jauh berbeda, pendekatan hukum dan nilai dasar dari
kedua jenis pembiayaan ini sangat kontras. Bank syariah lebih
menekankan transparansi akad dan edukasi kepada nasabah
mengenai prinsip syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi
dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap
perbedaan pembiayaan berbasis konvensional dan syariah.
Copyright © 2026 JSER. All rights reserved
PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran penting dalam mendorong perluasan dan pengembangan
usaha, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meskipun
demikian, bank konvensional dan bank syariah merupakan dua bentuk perbankan yang
beroperasi syariah (Berlian, 2023). Keduanya memiliki karakteristik dan prinsip yang
berbeda dalam sistem pembiayaannya. Bank konvensional beroperasi berdasarkan
prinsip bunga, sedangkan bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dan
tidak mengenal sistem bunga (Putri Catur Ayu Lestari et al., 2024). Pada perbankan
syariah, bank menjadi manajer investasi, wakil, atau pemegang amanat dari pemilik
dana atas investasi di sektor riil. Bank syariah melakukan penyaluran dana melalui
kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa (Afrianty et al., 2020).

Perbankan melakukan banyak hal untuk membantu ekonomi negara dengan
memberikan kredit dengan pembagian keuntungan yang relatif rendah, seperti Kredit
Usaha Rakyat (KUR) (Oktaviana et al.,, 2024). Program yang dicanangkan oleh
pemerintah, KUR adalah skema kredit/ pembiayaan modal kerja atau investasi khusus
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untuk usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-K) di bidang usaha yang
produktif. KUR juga dikenal sebagai kredit pembiayaan kepada usaha Mikro Kecil
Menengah dan Koperasi (UMKM-K), yang memberikan modal kerja dan investasi
dengan dukungan fasilitas penjaminan untuk usaha produktif (Pramuwardhani et al.,
2024). Kredit Usaha Rakyat Syariah (KUR Syariah) merupakan bentuk pembiayaan yang
diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam untuk mendukung usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Bimantara et al., 2024)

Tetapi permasalahan yang dihadapi bank syariah saat ini adalah mengenai persepsi dan
perlakukan masyarakat yang masih cenderung menyamakan pembiayaan bank syariah
dan bank konvensional (Aisyah & Arif, 2023). Bank konvensional dan bank syariah
beroperasi secara berbeda. Salah satu ciri bank syariah adalah, sesuai dengan ketentuan
kontrak, mereka menerima atau mengenakan bagi hasil dan imbalan lain kepada
nasabahnya sebagai ganti bunga (Lestari, 2018). Seperti yang di jelaskan pada Q.S
AnNisa’ : 29 yaitu:

Y36 aia Gl 5 e 534a3 & &8 of W) il & &0 a1 Y 1k Gl @ g
Gun ) 28 (R A &) & &l ) B

Terjemahan:
"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara

yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.
Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Berdasarkan ayat di atas, Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman untuk
menghambur-hamburkan hartanya dengan cara apa pun, termasuk mencuri,
menggunakan kekerasan, berjudi, atau melakukan caracara keji lainnya untuk mencari
nafkah. Termasuk di dalamnya adalah memakan harta sendiri secara berlebihan dan
sombong, karena hal tersebut merupakan bentuk kepalsuan, bukan kebenaran.
Kemudian, setelah Allah melarang manusia memakan harta dengan cara yang tidak
jujur, Allah pun mengizinkannya untuk melakukannya melalui perdagangan dan cara-
cara mencari nafkah yang tidak terbatas, yang mencakup syarat-syarat seperti kerelaan
dari kedua belah pihak. Perkembangan dalam keuangan Islam beberapa tahun
belakangan ini, memberikan alternatif baru bagi lembaga keuangan konvensional,
terutama ditujukkan untuk menawarkan kesempatan investasi, pembiayaan dan
perniagaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Rohim et al., 2023). Disisi lain Bank
konvensional, sebagai pilar utama dalam menyediakan layanan perbankan, memegang
peranan sentral dalam mendukung perekonomian. Pendekatannya yang bersifat umum
dan lebih terbuka terhadap berbagai instrumen keuangan memberikan fleksibilitas yang
signifikan (Feby Aulya Wardani & Rokan, 2022). Adapun bank syariah yang berbasis
pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, terus memperluas pangsa pasar dengan
penawaran yang lebih berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan (Nurhadi, Salma
Putri; Purbaningrum, Dini Gandini; Nuraulia, 2022).

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki
skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada
pihak yang membutuhkan (Fauzany & Haryono, 2021). Bank syariah menyalurkan
dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan
merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada
nasabah dalam melakukan usaha (Fauzany & Haryono, 2021). Karena tahapan
pengajuan pembiayaan KUR di bank syariah memakan waktu yang sedikit lebih lama,
maka sistem pemberian KUR di bank konvensional memiliki proses pengajuan hingga
pencairan yang lebih cepat dibandingkan KUR di bank syariah. Penggunaan modal
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yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN) sesuai
dengan proses pemberian dana KUR. (Halimatusadiyah, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang Analisis Perbandingan Pemberian Kredit dan
Pembiayaan Murabahah pada Bank Konvensional dan Bank Syariah (studi kasus Bank
BRI Kisaran dan Bank BSI Medan) menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukaan
pemberian kredit pada bank konvensional bank BRI dan pembiayaan murabahah pada
bank BSI secara teknis memiliki persamaan dan prosedur pemberian pinjaman atau
pembiayaan murabahah. Bentuk perbedaan antara bank BRI dan bank BSI Medan,
terletak pada proses dalam pengajuan hingga pada proses pecairan. Yaitu, pertama
perbedaan tahapan tersebut yaitu: tahap pengajuan pemberian kredit dan pembiayaan
murabahah, jangka waktu proses pemberian kredit dan pembiayaan murabahah, nilai
agunan pemberian kredit dan pembiayaan murabahah.

Adapun hasil penelitian Analisis Perbandingan Bank BRI KC Raha dan Bank BSI KCP
Muna terhadap peminjaman modal usaha maka dapat disimpulkan bahwa
perbandingan prosedur pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia KC Raha dan
pemberian pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Muna
berdasarkan Jangka waktu proses pemberian kredit usaha dan pembiayaan pada bank
BRI KC Raha dalam proses permohonan tidak membutuhkan jangka waktu yang
panjang. Sedangkan pada BSI KCP Muna dalam proses sampai pada pencairan
membutuhkan waktu yang lebih panjang karena tahapan proses analisa pembiayaan
mudharabah pada bank syariah KCP Muna lebih panjang dari pada pemberian kredit
pada bank BRI KC Raha. Dan berdasarkan pada tujuan kredit dan pembiayaan
mudharabah: tujuan kredit pada bank BRI KC Raha tidak ditentukan halal haramnya
sedangkan pada bank BSI KCP Muna tujuan pembiayaan mudharabah harus mengarah
ke yang halal (Karlina, Taena La, 2023).

Perbedaan mendasar antara KUR syariah dan KUR konvensional pada Bank BSI KCP
Makassar Panakkukang dan Bank BRI KC Panakkukang terletak pada prinsip akad dan
sistem bagi hasil yang digunakan. KUR BSI berlandaskan prinsip syariah Islam,
sehingga akad yang digunakan bebas dari riba, gharar, dan maysir. Sedangkan KUR BRI
menggunakan sistem bunga yang mengikuti ketentuan bank umum. Sehingga adanya
Perbedaan dalam hal prinsip dan prosedur pemberian pembiayaan kur. Perbedaan ini
mungkin berdampak pada proses pemberian dan pelaksanaan pembiayaan KUR di
kedua jenis bank tersebut. Olehnya itu penulis tergugah untuk mengangkat judul
penelitian "Perbandingan Pembiayaan KUR Konvensional dan KUR Syariah Pada
BRI KC Panakkukang dan BSI KCP Makassar Veteran.” Dengan demikian diharapkan
dapat menambah pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah dan
konvensional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian
lapangan (field research) yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis
fenomena penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa melakukan manipulasi
variabel. Penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Makassar Veteran
dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Panakkukang dengan melibatkan informan seperti
pimpinan cabang, account officer, relationship manager, serta nasabah KUR.
Pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami pengalaman dan perilaku para
pelaku terkait pembiayaan KUR. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh
melalui wawancara langsung dan observasi, serta data sekunder dari literatur dan
dokumen pendukung. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara
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terstruktur dan tidak terstruktur, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui
tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan
data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan waktu guna memastikan
kredibilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur pembiayaan KUR pada BRI KC Panakkukang dan BSI KCP Makassar
Veteran

usaha lainnya

Ajukan KUR

IIl Melalui kantor cabang /unit BRI,
Website: kur.bri.co.id

Wawancara & Survei
Petugas survei lokasi dan

wawancara usaha

-
Siapkan Dokumen W
KTP, KK, SKU/NIB, dan dokumen
s §

. J
p
1 Analisis & Persetujuan )
Y Evaluasi kelayakan dan
(] kemampuan bayar )
.
r = N
Pencairan Dana
Dana dikirim ke rekening BRI
nasabah
L J
) 6 | .
—m Angsuran
- M Nasabah bayar cicllan pokok +
bunga flat 6% per tahun
9 Tenor sesuai jenis KUR )

Gambar 1. Prosedur Pembiayaan KUR BRI KC Panakkuang
Prosedur pembiayaan KUR pada BSI KCP Makassar Veteran

Siapkan dokumen administrasi
seperti KTP, KK, SKU

N
2. PENGAJUAN KE BANK
Datang ke kantor cabang BSi terdekat
atau ajukan secara online

2

O @ 3. WAWANCARA &

& 1. PERSIAPAN DOKUMEN

SURVEI USAHA

@ Petugas bank melakukan wawancara
T dan survei ke lokasi usaha

— 4. ANALISIS & PERSETUJUAN

L Bank melakukan analisis kelayakan
@ usaha, jika disetujui akan dibuat akad

G 5. REALISASI PEMBIAYAAN
lc, Dana diberikan sesuai akad

6. PEMBAYARAN ANCSURAN
Nasabah membayar cicilan sesuai
prinsip syariah

Gambar 2. Prosedur Pembiayaan KUR BSI KCP Veteran
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Pelaksanaan Akad Pembiayaan KUR pada BRI KC Panakkukang dan BSI KCP
Veteran

Perjanjian dalam bentuk apapun merupakan hal yang penting untuk dapat mengikat
kedua belah pihak agar masing-masing pihak menjadikannya sebagai dasar dalam
bertindak (Berlian, 2023). Selain itu dengan adanya perjanjian atau akad masing-masing
pihak menjadikannya sebagai acuan atau pedoman dalam menjalin kerjasama antara
kedua belah pihak.

a. Pihak yang melakukan perjanjian

Dalam akad KUR di bank konvensional, perjanjian dilakukan berdasarkan prinsip
kredit dengan sistem bunga sebagai imbalan atas dana yang dipinjam oleh nasabah.
Akad ini biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian kredit tertulis yang mengikat
kedua belah pihak dan dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta
notariil, tergantung pada kebijakan bank dan besaran pinjaman. Berdasarkan
penjelasan di atas di dukung dari hasil wawancara oleh bapak Subhan Muthalib
selaku KUR Officer pada BRI KC Panakkukang mengatakan bahwa

“Dalam proses pengajuan KUR di Bank BRI KC Panakkukang, nasabah akan melalui tahapan
perjanjian atau akad. Akad dilakukan antara nasabah dan kami tanpa adanya saksi dan
perjanjian KUR itu dibuat di bawah tangan atau akta di bawah tangan” (2024)

Dari wawancara di atas oleh bapak Subhan Muralib peneliti menyimpulkan bahwa
dalam proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI KC Panakkukang,
nasabah akan menjalani tahapan perjanjian atau akad sebagai bagian dari prosedur
pembiayaan. Akad tersebut dilakukan antara pihak bank dan nasabah secara
langsung tanpa melibatkan saksi. Selain itu, perjanjian KUR yang dibuat merupakan
akta di bawah tangan, yang berarti perjanjian tersebut tidak melibatkan pejabat
umum seperti notaris dalam proses pembuatannya. Meskipun demikian, akad tetap
memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak berdasarkan
kesepakatan yang telah disetujui.
b. Objek perjanjian

Objek perjanjian dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank konvensional mencakup
beberapa elemen utama yang menjadi bagian dari perjanjian kredit antara bank dan
nasabah. Pihak yang terlibat dalam akad ini adalah bank sebagai kreditur yang
memberikan pinjaman dan nasabah sebagai debitur yang menerima dana untuk
keperluan usaha. Dana pinjaman yang diberikan oleh bank digunakan sebagai modal
usaha atau investasi untuk pengembangan bisnis nasabah. berdasarkan penjelasan di
atas di dukung dari hasil wawancara oleh bapak Subhan Muthalib selaku KUR
Officer pada BRI KC Panakkukang mengatakan bahwa

“nasabah juga harus membawa agunan sertifikat kepemilikan biasanya itu seperti BPKB
kendaraan PBB atau kepemilikan lainnya dan materai. Pinjaman, tenor cicilan, suku bunga
yang berlaku, serta hak dan kewajiban nasabah, menerima dana sesuai kesepakatan,
mendapatkan informasi yang transparan dan salinan dokumen perjanjian, membayar
angsuran tepat waktu sesuai dengan jadwal yang disepakati, serta menggunakan dana yang
diterima hanya untuk tujuan usaha yang telah disetujui”.(2024)

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses pengajuan
Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI, nasabah diwajibkan membawa agunan
sebagai jaminan, yang biasanya berupa BPKB kendaraan, sertifikat tanah, Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB), atau dokumen kepemilikan lainnya, serta materai sebagai
kelengkapan administrasi. Sebelum penandatanganan perjanjian, bank memberikan
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dokumen perjanjian yang berisi informasi penting, seperti jumlah pinjaman, tenor
cicilan, suku bunga yang berlaku, serta hak dan kewajiban nasabah.

. Kontrak perjanjian

Perjanjian KUR tidak secara spesifik menguraikan hak dan tanggung jawab masing-
masing pihak; melainkan berisi ketentuanketentuan khusus mengenai kewajiban dan
larangan debitur sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 dan 12 Undang-Undang
Kredit Mikro (Lorenza Putri, 2020). Pada hakikatnya hak dan kewajiban masing-
masing pihak adalah sebagai berikut: debitur berhak menerima sejumlah dana
pinjaman dan berkewajiban untuk melunasi seluruh pinjaman, sedangkan hak dan
kewajiban bank (kreditur) adalah sebagai berikut: bank berhak menerima
pengembalian dana pinjaman dari debitur dan berkewajiban untuk mengirimkan
dana pinjaman kepadanya.

Adapun hasil wawancari oleh bapak Indra Budi sebagai Marketing Officer
mengatakan bahwa:

“Sebelum penandatanganan perjanjian kami memberikan dokumen perjanjian untuk di baca
nasabah sekitar 10 menit isi perjanjiannya itu termasuk jumlah pinjaman, tenor cicilan, suku
bunga yang berlaku, serta hak dan kewajiban nasabah. mengenai hak sebagai nasabah, seperti
menerima dana sesuai kesepakatan, mendapatkan informasi yang transparan dan salinan
dokumen perjanjian serta nasabah dalam perjanjian KUR juga memiliki kewajiban seperti
membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan jadwal yang disepakati, serta menggunakan
dana yang diterima hanya untuk tujuan usaha yang telah disetujui”(2024)

Berdasarkan hasil wawancara bapak Indra Budi, peneliti menyimpulkan bahwa
sebelum penandatanganan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR), pihak lembaga
keuangan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk membaca dokumen
perjanjian selama kurang lebih 10 menit. Dokumen tersebut memuat informasi
penting seperti jumlah pinjaman, tenor cicilan, suku bunga yang berlaku, serta hak
dan kewajiban nasabah. Hak nasabah dalam perjanjian ini mencakup menerima dana
sesuai kesepakatan, memperoleh informasi yang transparan, serta mendapatkan
salinan dokumen perjanjian. Di sisi lain, nasabah juga memiliki kewajiban untuk
membayar angsuran tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati dan
memastikan bahwa dana yang diterima hanya digunakan untuk keperluan usaha
sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari
pihak lembaga keuangan untuk menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan
tanggung jawab dalam proses pembiayaan KUR.

Adapun hasil wawancara oleh ibu Rina Amelia salah satu penerima KUR pada BRI
KC Panakkukang mengatakan bahwa

“Sebelum menandatangani akad kur, saya menerima penjelasan yang cukup jelas dari pihak
bank mengenai isi perjanjian, termasuk jumlah pinjaman, cicilan yang akan saya bayar
perbulan dan besaran bunga dalam pembiayaan. Pihak bank memastikan saya memahami
setiap poin yang ada, seperti kewajiban membayar angsuran tepat waktu dan penggunaan
dana yang harus sesuai dengan tujuan usaha yang disepakati. Saya merasa bahwa semua
ketentuan dalam perjanjian sudah saya pahami dengan baik dan tidak ada poin yang
membingungkan. [ika ada hal yang kurang jelas, pihak bank memberikan kesempatan untuk
bertanya, sehingga saya merasa nyaman dan yakin sebelum menandatangani akad”.(2024)

Berdasarkan hasil wawancara oleh ibu Rina Amelia salah satu penerima KUR pada
BRI KC Panakkukang, peneliti menyimpulkan bahwa pihak bank memberikan
penjelasan yang transparan dan rinci kepada nasabah mengenai isi perjanjian KUR
sebelum penandatanganan akad. Nasabah merasa cukup paham mengenai jumlah
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pinjaman, besaran cicilan, dan suku bunga yang harus dibayar. Pihak bank
memastikan nasabah mengerti setiap ketentuan dalam perjanjian, termasuk
kewajiban membayar angsuran tepat waktu dan penggunaan dana yang sesuai
dengan tujuan usaha yang telah disepakati. Jika ada hal yang kurang jelas, pihak bank
memberi kesempatan untuk bertanya, sehingga nasabah merasa nyaman dan yakin
untuk melanjutkan proses. Penjelasan yang jelas dan kesempatan bertanya ini
penting untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada nasabah sebelum
mereka menandatangani akad pembiayaan.

Pelaksaan akad perjanjian KUR pada BSI KCP Veteran

a. Pihak yang berakad
Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan akad Murabahah bil
Wakalah adalah bahwa bank memberikan kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk
membeli sendiri barang atau aset usaha, tetapi kepemilikan tetap berpindah melalui
akad Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati). Bank
membiayai pembelian, sementara nasabah bertanggung jawab melakukan pembelian
dan membayar cicilan sesuai kesepakatan. Nasabah wajib menggunakan dana sesuai
tujuan usaha dan membayar angsuran tepat waktu, sedangkan bank memiliki hak

untuk mengawasi penggunaan dana agar sesuai dengan prinsip syariah (Berlian,
2023).

Sesuai hasil wawancara oleh bapak Narif Kurniawan selaku Micro Relation Manager
mengatakan bahwa

“Perjanjian pembiayaan KUR Syariah di BSI adalah kesepakatan antara bank dan nasabah
yang menggunakan prinsip syariah, tanpa unsur riba, dengan akad Murabahah bil wakalah
dan nasabah harus membuat anggaran belanja sederhana nasabah juga harus beragam islam”
(2024)

Perjanjian pembiayaan KUR Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan
kesepakatan antara bank dan nasabah yang menggunakan prinsip syariah, bebas dari
unsur riba, serta dilakukan dengan akad Murabahah bil Wakalah. Dalam akad ini,
bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atau kebutuhan
usaha secara langsung dari pemasok, kemudian bank menjual barang tersebut
kepada nasabah dengan harga yang sudah disepakati, termasuk margin keuntungan
untuk bank

b. Objek akad

Objek akad Murabahah bil Wakalah dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat KUR
di Bank Syariah Indonesia BSI berupa uang pendanaan yang diberikan kepada
nasabah untuk membeli barang atau aset produktif yang dibutuhkan dalam
menjalankan usahanya. Dalam mekanisme ini, bank bertindak sebagai penyedia
dana dan memberikan kuasa kepada nasabah melalui akad Wakalah kemudian
transaksi murabahah diselesaikan dengan sistem pembayaran secara cicilan sesuai
perjanjian (Nurhadi, Salma Putri; Purbaningrum, Dini Gandini; Nuraulia, 2022).

c¢. Ijab Kabul
Dalam akad Murabahah bil Wakalah pada pembiayaan KUR di Bank Syariah
Indonesia proses ijab kabul dilakukan untuk menegaskan kesepakatan antara bank
dan nasabah. Bank terlebih dahulu menyatakan ijab dengan memberikan kuasa
(Wakalah) kepada nasabah untuk membeli barang atau aset yang telah disepakati
atas nama bank. Setelah barang dibeli, nasabah menyerahkan bukti pembelian, lalu
bank menjual barang tersebut dengan skema Murabahah, yaitu harga pokok
ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Nasabah kemudian

463



Journal of Social and Economics Research (JSER). Vol. 8, Issue 1, December 2026: 456-471

menyatakan kabul dengan menerima akad dan menyetujui pembayaran secara
cicilan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Setelah ijab kabul disepakati, transaksi
ini dituangkan dalam akad tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Sesuai hasil wawancara oleh bapak Narif Kurniawan selaku Micro Relation Manager
mengatakan bahwa

"Perjanjian pembiayaan KUR Syariah di BSI adalah kesepakatan antara bank dan nasabah
yang menggunakan prinsip syariah dengan akad Murabahah bil wakalah. Di mana nasabah
harus membeli barang sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan dan sesuai dengan
anggaran belanja nasabah. Dalam perjanjian ini, terdapat ketentuan mengenai jumlah
pembiayaan, tenor cicilan, margin keuntungan bank serta hak dan kewajiban kedua belah
pthak. Nasabah perlu memperhatikan beberapa poin penting, seperti besaran margin
keuntungan, jadwal pembayaran angsuran, sanksi atas keterlambatan, serta ketentuan
penggunaan dana yang harus sesuai dengan usaha yang telah disepakati. Hak nasabah dalam
perjanjian ini mencakup menerima dana sesuai kesepakatan, mendapatkan informasi yang
transparan. Sementara itu, kewajiban nasabah meliputi pembayaran angsuran tepat waktu,
memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan usaha, dan mematuhi ketentuan yang
telah disepakati agar tetap sesuai dengan prinsip syariah."(2024)

Dari hasil wawancara oleh bapak Narif Kurniawan, peneliti menyimpulkan
Perjanjian pembiayaan KUR Syariah di BSI merupakan kesepakatan antara bank dan
nasabah yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad
Murabahah bil Wakalah, di mana nasabah diwajibkan membeli barang sesuai jumlah
pembiayaan yang diberikan dan berdasarkan anggaran belanja yang telah disusun.

Nasabah perlu mencermati poin-poin penting dalam perjanjian, seperti besaran
margin keuntungan, jadwal pembayaran angsuran, sanksi jika terjadi keterlambatan,
serta kewajiban menggunakan dana sesuai dengan tujuan usaha yang telah
disepakati. Hak nasabah mencakup menerima dana sesuai kesepakatan dan
memperoleh informasi yang transparan, sementara kewajibannya meliputi
membayar angsuran tepat waktu, memastikan penggunaan dana sesuai rencana
usaha, serta mematuhi seluruh ketentuan agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip
syariah.
Akad Murabahah Bil Wakalah Bsi KCP Veteran

Nasabah mengajukan
pembiayaan KUR
ke bank syariah

Nasabah

Bank menyetuiui
pembiayaan dan
membuat akad:
I Akad Wakalah — Bank
menunjuk nasabah

Nasabah Bank Syariah sebagai wakil untuk
membeli barang

::'i]sirlr;t’\as);asruai Akad Murabahah —
Setelah barang dibeli,

Resepetstn bank menjual ke nasabah
dengan margin

- (atas nama bank)

Nasabah

. .-@ e Nasabah membeli
barang ke penjual

Nasabah
Nasabah menyerahkan

bukti pembelian
(nota/faktur) ke bank
+ Harga pokok
« Margin
Penjual « Total harga jual

l e Nasabah membayar
cicilan sesuai
‘ kesepakatan

Gambar 3. Skema Akad Murabahah Bil Wakalah
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Adapun hasil wawancara oleh bapak Akbar selaku nasabah yang menerima KUR di
BSI KCP Veteran mengatakan bahwa:

"saya dijelaskan bahwa akad yang digunakan dalam perjanjian kur adalah Murabahah. Saya
juga diberi informasi mengenai jumlah pembiayaan sesuai anggaran belanja sederhana yang
saya buat, besaran cicilan perbulan, serta kewajiban membayar angsuran tepat waktu dan
memastikan dana digunakan sesuai tujuan usaha. Selain itu, mendapatkan informasi yang
jelas, dan memperoleh salinan dokumen akad. Menurut saya, proses ini cukup transparan
karena sejak awal besaran cicilan sudah ditentukan”(2024)

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Akbar selaku nasabah yang menerima KUR
di BSI KCP Veteran, peneliti menyimpulkan bahwa Berdasarkan hasil wawancara,
informan menyampaikan bahwa akad yang digunakan dalam perjanjian KUR adalah
akad Murabahah, yaitu akad jual beli dengan kesepakatan margin keuntungan di
awal. Informan juga menerima penjelasan terkait jumlah pembiayaan yang
disesuaikan dengan anggaran belanja sederhana yang telah disusunnya, besaran
cicilan per bulan, serta kewajiban untuk membayar angsuran tepat waktu dan
menggunakan dana sesuai dengan tujuan usaha yang telah ditetapkan. Selain itu,
informan memperoleh informasi yang jelas dan menerima salinan dokumen akad
sebagai bentuk transparansi dari pihak bank. Menurut informan, proses pembiayaan
ini dinilai cukup transparan karena sejak awal besaran cicilan sudah ditentukan,
sehingga memberikan kejelasan dan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban
pembiayaan.

Kewajiban nasabah meliputi pembayaran angsuran tepat waktu dan penggunaan
dana sesuai tujuan usaha yang telah ditetapkan. Perjanjian ini mencakup ketentuan
mengenai jumlah pembiayaan, tenor cicilan, margin keuntungan, mekanisme
pembayaran, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nasabah berhak menerima
dana sesuai kesepakatan, mendapatkan informasi transparan, dan memperoleh
dokumen akad, sedangkan kewajibannya meliputi pembayaran angsuran tepat
waktu, penggunaan dana sesuai tujuan usaha, serta kepatuhan terhadap prinsip
syariah.

Seperti yang di jelaskan pada Q.S An-Nisa” ayat 29 yaitu:

Kix (al 5 o 55a3 (&8 ol ) Jlallly &g &0 5l 1RE Y ) gl Gl (i g &
Lan ) &8 SR A () & a}Sufq.‘\ | B8 Y 5

Terjemahan:
"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara
yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu”.( Q.S An-Nisa’:4)

Penyelesain pembiayaan bermasalah pada BRI KC Panakukang dan BSI KCP Veteran
a. Penyelesain pembiayaan bermasalah pada BRI KC Panakukang
Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat bermasalah di bank BRI KC Panakkukang
dilakukan melalui beberapa tahapan. Jika upaya tersebut tidak berhasil, bank dapat
mengajukan klaim penjaminan kepada lembaga penjamin Jamkrindo, sesuai
prosedur yang berlaku. Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Subhan selaku KUR
Officer pada BRI KC Panakkukang mengatakan bahwa

“Penyelesaian KUR bermasalah diawali dengan pendekatan persuasif melalui komunikasi dan
surat peringatan kepada debitur, kemudian dilanjutkan dengan restrukturisasi kredit bagi
debitur yang masih memiliki itikad baik. Jika tidak berhasil, bank akan mengajukan klaim
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penjaminan ke lembaga penjamin seperti Jamkrindo atau Askrindo. Apabila debitur tetap
tidak kooperatif, langkah hukum seperti lelang jaminan dapat ditempuh, dan sebagai upaya
terakhir, kredit akan dihapus buku namun tetap ditagih secara administratif”(2024)

Berdasarkan jawaban Bapak Subhan KUR Officer pada BRI KC Panakkukang peneliti
menyimpulkan bahwa Pertama, pihak bank menjelaskan bahwa penyelesaian Kredit
Usaha Rakyat (KUR) bermasalah dimulai dengan pendekatan persuasif, yaitu
menghubungi debitur secara langsung dan mengirimkan surat peringatan secara
bertahap. Kedua, jika debitur masih mengalami kesulitan namun menunjukkan
itikad baik, bank akan menawarkan restrukturisasi kredit, seperti penjadwalan ulang
pembayaran atau perubahan syarat kredit.

Ketiga, apabila restrukturisasi tidak berhasil, bank akan mengajukan klaim
penjaminan kepada lembaga penjamin seperti Jamkrindo atau Askrindo sesuai
prosedur. Keempat, jika debitur tidak kooperatif, bank dapat menempuh jalur
hukum, termasuk melakukan lelang jaminan bila ada agunan tambahan. Terakhir,
apabila kredit tetap tidak tertagih, maka bank akan melakukan penghapusbukuan
(write-off), namun penagihan tetap dilanjutkan secara administratif.

. Penyelesain pembiayaan bermasalah pada BSI KCP Veteran

Pembiayaan bermasalah pada produk KUR dengan akad murabahah dilakukan
secara bertahap dan sesuai prinsip syariah sesuai dengan hasil wawancara dari Bapak
Narif Kurniawan Selaku Micro Relation Manager mengatakan bahwa

“dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk KUR dengan akad murabahah, bank
terlebih dahulu memberikan surat teguran secara bertahap hingga tiga kali apabila nasabah
mengalami tunggakan lebih dari tiga bulan. Setelah itu, dilakukan upaya restrukturisasi
pembiayaan melalui skema rescheduling, reconditioning, atau restructuring sesuai dengan
kondisi dan kemampuan nasabah. Jika seluruh tahapan tersebut tidak membuahkan hasil,
maka penyelesaian akhir dilakukan melalui musyawarah antara bank dan nasabah untuk
menjual aset atau jaminan guna menutupi kewajiban pembiayaan yang tertunggak”(2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Narif Kurniawan Selaku Micro Relation
Manager mengatakan peneliti menyimpulkan bahwa, Langkah pertama adalah
pemberian surat teguran kepada nasabah yang mengalami tunggakan lebih dari tiga
bulan, yang diberikan hingga tiga kali secara bertahap. Jika tunggakan belum juga
diselesaikan, bank akan melakukan restrukturisasi pembiayaan melalui tiga skema,
yaitu rescheduling yang Merupakan penjadwalan ulang masa angsuran agar lebih
sesuai dengan kemampuan bayar nasabah, reconditioning yang berupa perubahan
syarat pembiayaan seperti pengurangan margin atau penghapusan denda tanpa
mengubah pokok utang, serta restructuring yang merupakan perubahan menyeluruh
terhadap struktur pembiayaan termasuk pokok, margin, dan jangka waktu.

Apabila seluruh skema restrukturisasi tersebut tidak membuahkan hasil, langkah
selanjutnya adalah penyelesaian melalui musyawarah untuk menjual aset atau
jaminan milik nasabah sebagai bentuk penyelesaian akhir. Seluruh tahapan ini
mencerminkan komitmen BSI dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan, tolong-
menolong, dan musyawarah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah secara
syariah.

Penyelesaian masalah KUR di bank konvensiona dan bank syariah memiliki
perbedaan utama dalam pendekatannya. Bank konvensional menggunakan sistem
bunga dan menyelesaikan kredit bermasalah melalui peringatan, restrukturisasi,
klaim penjaminan, hingga lelang jaminan. Sementara itu, bank syariah menggunakan
prinsip syariah tanpa bunga, dengan penekanan pada musyawarah, keadilan, dan
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tolong-menolong. Restrukturisasi dilakukan melalui skema sesuai akad, seperti
murabahah, dan penyelesaian akhir dilakukan melalui kesepakatan penjualan aset,
bukan paksaan hukum.

Tabel 1. Perbedaan antara KUR syariah dan KUR konvensional

Aspek Bank Konvensional Bank Syariah
Tujuan survei tambahan Kelayakan dan profit usaha  Kelayakan dan profit usaha
Akad Kredit berbunga Akad jual beli
Kesesuaian usaha Umum Tidak boleh bertentangan
dengan syariah
Pendekatan penilaian Rasio kredit Etika, syariah, dan
kemampuan bayar
Penggunaan Dana Bebas, selama usaha Harus untuk usaha halal dan
produktif sesuai syariah
Dasar Hukum Hukum perbankan Fatwa DSN-MUI dan prinsip
konvensional syariah

Perhitungan bunga dan margin pada BRI KC Panakkukang dan BSI KCP Veteran

a. Perhitungan bunga pada BRI KC Panakkukang
Tingkat Kredit di BRI KC Panakkukang Besarnya bunga kredit atas pinjaman wajib
dihitung dengan menggunakan suku bunga kredit dasar (prime lending rate) yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Rakyat
Indonesia.

Pada metode bunga efektif, bunga dihitung berdasarkan saldo pinjaman yang
menurun seiring berjalannya waktu. Sehingga, bunga dihitung lebih rendah pada
bulan-bulan berikutnya karena pokok pinjaman berkurang. (Mentria Utari, 2021)

Rumus Angsuran Bulanan (Anuitas):

A=Pxi)/ (1-1+1i)"n)

Keterangan:

A = Angsuran bulanan P = Pokok pinjaman i = Bunga per bulan (Tingkat bunga
tahunan dibagi 12) n = Jumlah bulan (Lama pembiayaan dalam bulan)

Contoh perhitungan

A = (40.000.000 x 0.005) / (1 - (1 + 0.005)"-36)
A =200.000 / (1 -0.835645)

A =200.000 / 0.164355

A =1.216.848

b. Perhitungan margin pada BSI KCP Veteran
perhitungan margin pada pembiayaan KUR pada BSI KCP Veteran menggunakan
akad murabahah. Murabahah adalah keuntungan yang diperoleh bank dari transaksi
berdasarkan akad Murabahah, yang dihitung dari pokok pembiayaan dengan tingkat
bagi hasil dan lama waktu pembiayaan.
1) Menentukan Margin Murabahah
Pada akad Murabahah, bank memberi pembiayaan untuk membeli barang dan
menambahkan keuntungan (margin) yang disepakati antara bank dan nasabah.
Margin ini dihitung berdasarkan persentase tahunan yang disepakati.

Rumus Margin Murabahah:

Margin Murabahah = Pembiayaan x Tingkat Bagi Hasil
Contoh Perhitungan Margin Murabahah:

Pembiayaan = Rp 30.000.000
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Tingkat bagi hasil = 6% per tahun
Margin per tahun = Rp 30.000.000 x 6% = Rp 1.800.000 per tahun

2) Total Pembayaran yang Harus Dilakukan Nasabah
Total pembayaran adalah jumlah pembiayaan ditambah margin Murabahah yang
sudah dihitung. Margin ini akan dibayar oleh nasabah selama jangka waktu yang
disepakati. (Widiyah, 2023)
Rumus Total Pembayaran:

Total Pembayaran = Pembiayaan + ( Margin Murabahah x Lama Pembiayaan
dalam Tahun)

Contoh Perhitungan Total Pembayaran:

Pembiayaan = Rp 30.000.000

Margin per tahun = Rp 1.800.000

Lama pembiayaan = 3 tahun

Total margin = Rp 1.800.000 x 3 = Rp 5.400.000

Total pembayaran = Rp 30.000.000 + Rp 5.400.000 = Rp 35.400.000

3) Angsuran Bulanan
Angsuran bulanan adalah jumlah yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulan
selama jangka waktu pembiayaan. Angsuran ini tetap selama masa pembiayaan
(Tiara Agustiani Kisman, 2023).

Rumus Angsuran Bulanan:

Angsuran Bulanan =Total Pembayaran x Lama Pembiayaan dalam Bulan
Pembayaran

Contoh Perhitungan Angsuran Bulanan:

Total pembayaran = Rp 35.400.000

Lama pembiayaan = 3 tahun = 36 bulan

Angsuran bulanan = Rp 35.400.000 / 36 = Rp 985.000

Ringkasan perhitungan: Jumlah Pembiayaan: Rp 30.000.000
Tingkat Bagi Hasil: 6% per tahun

Margin per tahun: Rp 1.800.000

Total Pembayaran (3 tahun): Rp 35.400.000

Angsuran Bulanan: Rp 985.000

Jadi, jika nasabah mengambil pembiayaan sebesar Rp 30.000.000 dengan akad
Murabahah dan tingkat bagi hasil 6% selama 3 tahun, maka nasabah akan
membayar angsuran bulanan sebesar Rp 985.000 selama 36 bulan

Berdasarkan contoh perhitungan marjin bagi hasil di atas dapat diketahui bahwa
perhitungan margin dengan akad murahbahah yaitu akad jual beli sehingga
terhindar dari riba tentu hal ini sesuai dengan pendapat (Triono, 2020) yang
menyatakan bahwa hukum dari bunga bank atau riba adalah haram sehingga para
ekonom muslim telah berhasil mengganti suku bunga sebagai penggerak utama dari
lembaga perbankan dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam permodalan
merupakan ketentuan untuk membagi keuntungan harus sesuai dengan kesepakatan
antara pengelola modal.

SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian di BRI KC Panakkukang dan BSI KCP Makassar Veteran,
ditemukan adanya perbedaan mendasar antara pembiayaan KUR konvensional dan
KUR syariah, terutama dalam prinsip, sistem, dan proses pelaksanaannya. KUR
konvensional di BRI menggunakan sistem bunga dengan perjanjian kredit, sementara
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KUR syariah di BSI menggunakan akad Murabahah bil Wakalah yang berdasarkan
prinsip jual beli dan bebas dari unsur riba. Hal ini menunjukkan bahwa KUR syariah
menekankan pada kejelasan akad dan nilai-nilai syariah dalam setiap prosesnya.

2. Dari sisi prosedur, proses pengajuan hingga pencairan dana di BRI cenderung lebih
cepat dan sederhana karena tidak memerlukan verifikasi kehalalan usaha.
Sebaliknya, di BSI proses lebih kompleks karena harus memenuhi standar syariah,
seperti validasi jenis usaha halal dan analisa kelayakan berbasis syariah. Tahapan-
tahapan tersebut mencerminkan komitmen BSI dalam menjaga kepatuhan terhadap
prinsip Islam, meskipun berdampak pada durasi waktu pencairan.

3. Perbedaan juga terlihat dalam sistem perhitungan keuntungan. Di BRI, nasabah
dikenakan bunga tetap (flat rate) sesuai kesepakatan awal. Sedangkan di BSI, margin
keuntungan ditentukan sejak awal tanpa adanya fluktuasi, sehingga nasabah
mengetahui jumlah angsuran secara pasti dan transparan. Meskipun besar cicilan
bisa serupa secara nominal, namun dasar hukum dan sistem yang digunakan berbeda
secara prinsipil.

4. Meskipun terdapat perbedaan, kedua jenis KUR memiliki kesamaan dalam tahapan
administrasi, seperti BI checking, survei usaha, hingga analisa kelayakan. Keduanya
juga bertujuan untuk membantu pelaku UMKM mengembangkan usaha secara
produktif. Namun, bank syariah memiliki keunggulan dalam memberikan
pemahaman agama kepada nasabah serta menjaga transaksi agar tetap sesuai dengan
prinsip Islam.
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